BUPATI PINRANG
PROVINS! SULAWES! SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGER! PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4}
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan
Peraturan Bupat tentang Pembéntukan Unit Pelaksana

Teknis Satuan Pendidikan Formal 8¢kelah Dasar Neger
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

: 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1859 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawest (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
- Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonésia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

) Republik Indonesia Nomor 5494),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara : chubhk Indonesia Momor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Némor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

~ Administrasi Pemenniahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

g Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

|
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A 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

B Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan |

rah adalah Kabupaten Pinrang.

' ati adalah Bupati Pinrang.

s adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. .
Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

xole adalah Sekolah Dasar.

igpala Sckolah adalah Kepala Sekolah Dasar.

@ru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Dasar yang diangkat dan
berhentikan oleh Bupati Pinrang.

Igas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

si adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

n tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
merupakan upaya pokek yang dilakukan pemegang jabatan,

BAB 1l
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

' Pcramran Bupati i dibentuk unit pelaksana teknis satuan
g h: n formal Sekolah Dasar Neger: pada Dinas.

-. ??ﬂaksma Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Dasar yang berada di Kecamatan,

r unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Dasar
mbagmnana dimaksud pada ayat (1}, tercantum dalam Lampiran |
g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pératuran Bupati ini.



§ Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 3

J Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal
Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari -
‘8. Kepala Sekolah; dan

b, Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal

ba.gaunana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampxran Il yang
ipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Y
Pasal 4
ala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
a mempunyal tugas membantu chala Dinas dalam
ngoordinasikan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada
_:‘ pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan
rundang-undangan.
:‘ atuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ()}, Kepala
nit pelaksana teknis menyelenggarakan fungsi
. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar
. Negeri,
b pelaksanaan kebijakan rteknis pengelolaan kunkulum, kesiswaan.
. sarana dan prasarana sertg kehumasan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
Dastr Negeri;
b pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis; dan
> pelaksanuaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas
dan fungsinya,
moian tugas Kepala unit pelaksana teknis sebaguimana dimaksud pada
it (1), meliputi :
o yusun rencana program dan kegiatan unit pelaksanga teknis
‘sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
‘_ m ndxstz;xbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,
iemantay, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas datam
] p unit pelaksana teknis untuk mengetahul perkembangan
.-: sanaan tugas;
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melakss akan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
ngoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

lah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan
sarana serta kehumasan;

RN+
.;.; )

mengoordinasikan dan melaksenakan pcmbmaan guru, tenaga
sicnz kcpend‘xdikan tenaga fungsional lainnya, serta membipa
kesjasama dan peran serta masyarakat;

mengatur pelaksanaan kegiatan



J. mengoordinasikan pelaksanaar. kegiatan kerjasama dengan instansi
terkait dan masyarakat;

K. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-uhdangan; dan

1 I, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya,

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
3 1) huruaf b, terdiri dari jabatan fungsional guru dengan berbagai keahlian
(tertentu dan jabatan fungsional pustakawan serta jabatan fungsional lain
-m g ada di sekolah yvang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
‘undangan.

gabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada  avat (1)
mengajarkan  dan  membimbing satu  atau  lebih  mata  pelajaran

raasarkan kebutuhan pengajaran di sekolah.

2

gabatan fungswnal gury disamping fungsinya sebagal tenaga pengajar
@apat menjadi wali kelas berdasarkan kebutuhan dan bertanggungiawab
-';w da Kepala Sekolah.

abatan  fungsional pustakawan melaksanakan  uperasionalisasi
' ustakadn dan bertanggungiawab kepada Kepala sekolah,

bemukan jenis Jenjang dan jumlah jabatan fungsional lain
aimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati bérdasarkan
tuhan dan beban kerja sesual dengan peraturan perundang-
dangan.

BAB [V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Jabatan

}
Pasal 6
unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri,
h pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua ‘
Pengangkatan dan Pémberhentian

. Pasal?
t pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Neger
pa dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan oleh
erdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 8
8 unit pelaksana teknis, pejabat fungsional dan seluruh personil
umt pelaksana teknis melaksanakan tugas dan fungsi sesual
 kétentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan



P ansip  hierark:, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
pmplifikasi, aluntabilitas, transparansi serta efekiifitas dan efisien.

fepala 'unit pelaksana teknis melaksanakan sistem pengendalian internal
ingkungan organisasinya.

la '‘unit pelaksana teknis bertanggungiawab memmpin  dan

gngoordinastkan bawahan dan membertkan peéngarahan serta petunjuk

_;pclaksanaan tugas bawahan. :

gpala unit pelaksana reknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan

embinaan dan pengawasan ierhadap satuin organisasi di bawahnya.

imala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
2 umum vang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesual dengan

gentuan peraturan perundang-undangan.

jala unit pelaksana teknis dan seluruh persont dalam lingkungan unit

sana teknis wajib mematub! perunjuk dan arahan pimpinan, serta

svampaikan laporan secara berkala dan/atau sesual kebutuhan secara

et waktu kepada atasan masing-masing,

el unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melaxukan
sgawasan, pemantauan, pengendalian, dan  evaluasi, serta
pksanakan rapat koordinasi sccara berkala dan/atau  sesual

Fatunan

jala unit pelaksana teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama

sgan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan
sz dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana

BAB V1
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

pdinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang
mpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
ning tugasnya sebagai pejabat fungsional.

finator wilayah kecamatan sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan
an di wilayah kenjanya.

ator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
mjuk oleh dan bertanggungjawalb kepada Kepala Dinas.

ah koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayal
fsesuaikan dengan kebutuharn Daerah.

gk mendukung pelaksanaan tugas sebagumana dimaksud pada ayal
oordinator wilayah kecaipatan dapat menggunakan sarand dun
arana seria pegawai/stal yang sebelumnya digunakan oleh Unit
fesena Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
b struktural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas

e didikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati

 melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Umit Pelaksana
rdasarkan Peraturan Bupati inh.



BAB VLI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
BE8 saal Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang
mor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinos
mdidikan, Pemuda dan Olahraga Kagupaten Pinrang (Berita [

Daerah
paten Pinrang Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak
faku.

Pasal 12

uran Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

F setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturpn
patl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapk 5P di Pinrang

}

mngkan di Pinrang
Senggal 4 Stawier 208

' ARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

UDDIN

AERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 38



UPT Seckolah
Patampanua;
UPT Sekolah
Patampanua;
5. UPT Sckolah
! Patampuanua,;
26. UPT Seckolah
L Patampanua,
7. UPT Sekolah
Patampanua;
. UPT Se¢kolah
Patampanua,
29, UPT Sekolah
L Pamampanua;
B UPT Sckolah
Patampanua,
UPT Sckolah
Patumpuanua,
UPT Sekolah
- Patampanug;
33. UPT Sckolah
~ Patampanua;
UPT Sekolah
_ Patempanug;
3, UPT Sekolah
Patampanua;
UPT Sekolah
. Patampanua,

Patampanui;

UPT Sekolah
- Duampanua;
0. UPT ‘Sckolah
Duampanua,
1. UPT Sckolah
.~ Duampanua,
82 UPT Sekolah
Duampanug,
23, UPT Sekolah
Duampanua,;
UPT Sekolah
Duampanua;
5. UPT Sekolah
Duampanua,
UPT Sekolah
Duampanua;
UPT Sekolah
Duampsanua;
§. UPT Sekolah
Duampanuag,
UPT Sekolah
Duampanua,
UPT Sckolah
‘Duampanua;
UPT Sekolah
Duampanuw,

Dgsar Negen

Dasar Negeri
Dasar Nepger
Dasar Negeni
Dasar Negen
Dasar Negeri
Dasar Negen
Dasar
Dasar Negen
Dasar
Dasar Negeri
Dasar
Dasar Negen

Dasar

Dasar Nepgern
Dasar Negen
Dasar Negen
Dasar MNegen
Dasar Negen
Dusur Negen
Da_sax{-“ Negeri
Dasa;g- N::gcri
Danar Neper:
Dasar Negeri
Dasar Negen
Dasar Negeri

Dasar Negen

Wegen |

Negen -

Ncgcri 2

132
167
183
194
195

217

283

28
29
40
31
32
36
38
34
44
45
46
47

a8

Pinrang
Pun g
Pmrin ..
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinirang
Pinrang
Morang

Pmrang

Pinrang,
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Panrang
Pinrung
Pinrang
Pinrang
Pinrang
Finrang
Pinrang

- Pinrang

berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudulcan
berkeduddikan
herkedudukan
herkedudukan
herkedudukun
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
herkedudukan

berkedudulcan

berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudulan
berkedudukan
beckedudukan
herkedudukan
berkedudukan
berleedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukun

berkedudukan

cli
1
th

i
i
(4
Ji
ili
cht
cly
il

i

lpres  Sulesah berkedudukan  d:
b4

. UPT Sekolah Dasar Inpres Padang Loang berkedudukan di

cli
i

¢

di
di
s
di

di

i

Kecamatan
hecumatan
Kecamaein
Kecamatan
hevumatan
kecanata

Kecamutan
AUCRITIAL
Kevaritn
Recamatisn
e anmeatann
Kecamatgy

Kecumatan
hoecarnatog

Kecamintiang

UPT Sekolah Dasar Negen Palita berkedudukan di Kecamatan Patampanua;

Kecarmating
cham}xlau
RecaInistiag
Wera T alyl
Kecamatan
S CELLLe
Keramota
Kecamautias
Ittt
Kecamatan
Kecamstan
levanalag

Kecamalm



UPT Sekolah Dasar Negenn 133

Pinrang  berkedudukan i

Weva it
Buampanua;
UPT Sckolah Dasar Negerl 134 Panwg berkedudukan i Kecamuti
Duampanua;
UPT Sekolah Dasar Negeri 135 Pinrng berkedudukan i Kecamat e
Duarnpuriua;

UPT Sckolah Dasar Negeri 136
- Dusmpanus;

«”F’T Sckolaht Dasir Negeri 137 Purany boerkedudukan df Recutiatog
E B NN E ua

Sekolah Dasar Negeri 138 Pinrang
RMpRNUE;
Ur Sekolah Dasar Negeri 139 Pinrany

Pinrang berkedudukan i Kecamatan

berkedudukins  OF  Reran a

1 berkedudukan di Kecamatan
M- Mpanua;
ug S'ckolah Dasar Neger: 140 Pinrang  berkedudukan i li('(utlljlul.
Duampanua;

UPT Sekolah Dasar Negeri 169 Pinrang
Doampunua;
UPT Bekolah Dasar Negenn 175 Pirang

-

Duampanua;

berkedudulkan o Kecamatin

berkedudulkan & Recamatar,

Sekolah Dasar Negen 176 Pinrang berkedudukan i l\ul.tkml?l.m
Suampanua, ‘
" Sekolah Dasar Negeri 196 Pinrang berkedudukan i Kecamsian

Mampanua; .
. Sekolah Dasar Negern 197 Pinrang berkedudukan
SEampanua;
_ Sckolah Dasar Negeri 220 Prang beckedudukan i
UPT Sckolah Dasar Negeri 223 Pinrang berkedudukan i
Suamoanua;
Sekolah Dasar Negeri 224 Pinrang berkedudukan
PUASTIDATI LN,
Sckolsh
;:.‘..-:g
‘Sekplah Dasar Negen 262 Pinrang berkedudukan ol
BRI LI,
T Sckolah Dasar Negeri 263 DPinrang berkedudukan di
SEmpanuy;
PT Sclkoialh Dasar Negeri 206 Pinrang borkedudukan
sEsImpbanua,
PT Sckolah
SEmpAnUL, .
‘Sekolah Dasar Negeri 297 Pinrang berkedudukan i
s DI |
T Sckolah

di Kecamatan
Iecirnatagg
l\.(’(':nr;;n o
i Kecamatun
Dasar Negeri 261 Pinrang berkedudukan o hecumiaan
e neitin
kecarnatan
cic Reodnnta
Dasar Negeri 296 Pinrang berkedndoakan o Kecumoato
Kecamatan

Dasar Negern: 298 Plnrang berkcedudukan ol lecimati,

: A ua;
i Sekolah Dasar Negen 299 Pinrang berkedudukan di  Kectienstar
REmounua;
n Sekolnh Dasar Negeri Inpres Kamp. Baru berkedudukan di Kecamaran
.y a'
m Sckolah Dasar Negeri Inpres Batu-Batu berkedudukan i Necarnatan
.)__ l “a'

Sekolah Dasar Inpres Tantu berkedudukan di Kecamatan Duampanua,
Seholah Dasar Negeri 141 Pinrang berkedudukan di Kecamatan,
_, Seknlah Dasar Negerl 142 Pinrang berkedudukan di Keeamatan



B7. UPT Sekolah

Paleteang,

3. UPT' Sekolah
‘Paleteang;

). UPT Sekolah
Paleteang,

B UPT Sekolah

¢ Paleteang,
. UPT Seckolah

Paleteang,

g UPT Sckolah

- Pajeteang,

E UPT Sekole
Paleteang,

& UPT Sckolah

‘Palcteang,

b UPT Sekolah

| Pajetcang;

B UPT Sekolah

Paleteang;

PT Sekolah
Paletcang;

P UPT Sekolah
Palcteang;

Sekolah

Paletcany;

s

21 Sckolah
Batulappa;
NPT Sekelah
Batuluppa,
UPT Sckolah
Satulappa,

UPT Sekolah
Sawstappa,
NPT Selolah
Batulappa,

UPT Sckolah
lappa.
, Sekolah
Batwlappa,

Sekolah.

Batulapa
L UPT Sekalah
Batulappa;

B UPT Sekolah
Batulappa,

Satulappa,

Batulappa,

Dasar Negén 25

Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasaz
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar

Dasar

Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasar
Dasur
Dasar

Dasar

. UPT Sekolah Dasar

Negen
Negert
Negen
Negert
Negeri
Neégen:
Negeri
Negeri

Negeri

Negers
Negen

Negen

Negeri
Negen
Negeri
Negern
Negery
Negen
Negeri
Negari
Negen

Negen

26
27
162
171
172
189
214
240
247
248
251

285

124

125

185
198
219
267
274

295

Pinrang
Pinrang
20 nru‘.ng_
Pinrang
Pinrang
Finrang
Pinrang
Pinrang
Piricang
Pinrang
Pinrang
Pinrang

Pinrang

Pinrang
Pinrang
Pinrang
Pmrang
Ancang
Pinrang
Pincang
Pinrang
Pinrang

Pinrang

berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudulkan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan

berkedudulcan

Derkedudukan

berkedudukan

berkedudukan

serkedudukan
berkedudukan
berlkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan
berkedudukan

berkedudukan

cle
di
(=4}
di
di
di
di
di
el
¢hi
ai

di

di
di
ci
i
chi
ch
cli

di

berkedudukan i

herkedudukan di

Kecamatan
Kecamatan
Kecarmnatan
Kecamatus
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamaiun
Kecamatan

Kecamatan

UPT Sckolah Dasar inpres Palia berkedudukan di Kecamatan Paleteang,
PT Sekolah Dasar Inpres Palsteang Wericedudukan di Kecamatan Paleteing,

Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
[Secanmatan
Kevamatan
[secamugan
1
Kecamatan
Recamatizn
Kecamatan

Kecamatan

| UPT Sekolah Dasar inpres Baruppu berkedudukan di Kecamatan Batulappa.
UPT Sckolah Dasar Inpres Kamp. Bary berkedudukan di Kecamatan

UPT Sckolah Dasar inpres Bacukiki berkedudukan di Kecamatan Batulappa,
[npres  Libulung  berkedudukan di  Kecamatun



